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TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADAASATUAN

Menimbang

Mengingat

PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang
pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk
menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter
antikorupsi; maka diperlukan implementasi pendidikan karakter
antikorupsi dari ruang belajar di satuan pendidikan;

bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan karakter
antikorupsi dari ruang belajar di satuan pendidikan dilakukan
melalui insersi dalam penanaman nilai agama dan moral, dan
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2019 Pemerintah Daerah bertanggungjawab
melaksanakan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi
pada Satuan Pendidikan Dasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada
Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2019 Nomor 10);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tentang
Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada
Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN

KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan

nilai-nilai universal.

Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara

Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam penanaman nilai agama dan
moral, dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
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Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi
muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri
peserta didik sejak dini.

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan
tujuan pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang
melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan
pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang
berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Implementasi
Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pendidikan karakter
antikorupsi yang diinsersikan dalam lingkup pengembangan nilai agama dan moral,
dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

BAB III ;
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.
b.
C.

implementasi Pendidikan Antikorupsi;
kerjasama,;
pembiayaan,;

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan
nilai-nilai antikorupsi, meliputi nilai-nilai:
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kejujuran;
tanggungjawab;
kesederhanaan;
kepedulian;
kemandirian;
disipilin;
keadilan,;



h.
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kerja keras; dan

keberanian.

Pasal 6

Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah peserta didik

meliputi:

a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

b. Sekolah Dasar;

c. Taman Kana-kanak; dan

d. Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
Pasal 7

(1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi merupakan penerapan
pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam lingkup perkembangan nilai
agama dan moral, dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

(2) Pendidikan karakter antikorupsi disesuaikan dengan pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik dengan penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung
jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras,
dan keberanian.

(3) Sasaran pendidikan karakter antikorupsi adalah peserta didik Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(4) Pendidikan karakter antikorupsi diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dan

dilaksanakan oleh guru/pendidik/ pengasuh.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi:

a.

b.

regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jalur pendidikan
formal dan pendidikan nonformal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan
Pendidikan Dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;

anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada
jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal jenjang Pendidikan Anak Usia

Dini, dan Pendidikan Dasar;
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o satﬁan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan
Insersi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jalur pendidikan formal dan
pendidikan nonformal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar;

d. pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran
Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jalur pendidikan formal dan pendidikan
nonformal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar;

e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter
Antikorupsi pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar; dan

f. publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jalur
pendidikan formal dan pendidikan nonformal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini,

dan Pendidikan Dasar.

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter
Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi
pendidikan. ‘

(3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 10

(1) Penyelenggara pendidikan karakter antikorupsi berkewajiban melaporkan
implementasi pendidikan karakter antikorupsi kepada Perangkat Daerah yang
membidangi pendidikan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkewajiban melaporkan

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap tahun.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 11

(1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi
dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan
Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini

dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 sSeptember 2019

&

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Ten“angghng
pada tanggal 27 Peptember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 47



